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ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) 
UndangUndang Nomor 12 Tahun 2022 tentang 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan ketentuan 
Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 

2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Perlindungan Perempuan dan Anak disebutkan 

bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota 

menyelenggarakan Pelayanan Terpadu melalui 
satuan kerja yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan 
dan perlindungan anak wajib membentuk Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan 
dan Anak kabupaten/kota yang menyelenggarakan 

Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban, 

Keluarga Korban, dan/atau Saksi, perlu menetapkan 
Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan 
dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kota Pontianak. 

 
CATATAN : - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024; Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan 

Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016; 

Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2021. 
 

  - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 11 
April Tahun 2025. 

 
  - Penjelasan – 14 hlm. 

  


